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Abstract
Trade based money laundering is one of assets disguising measure which gained from criminal act 
and intended to be legal assets by means of International trade facilities. There are 2 (two) main 
elements in trade based money laundering namely the money laundry element and International trade 
element. Indonesia’s money laundering regulation rely on criminal law system as the act of money 
laundry is being categorized as a criminal act due to public detrimental effect and may be harmful for 
humans life. In order to commit law enforcement in the area of trade based money laundering requires 
particular matters as follows: (1) Amendment on Law number 8 of 2010 concerning the prevention 
and eradication of money laundering criminal act. (2) Establishment of regulation which hierarchy is 
under Law number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering criminal 
particularly related to trade based money laundering. 
Keywords: Criminal, money laundering.
Abstrak
Perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade based money laundering) adalah salah satu 
tindakan penyamaran harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan menjadi harta kekayaan 
yang sah dengan mempergunakan sarana transaksi perdagangan internasional. Terdapat 2 (dua) 
unsur yang sangat penting dalam perdagangan yang berbasis pencucian uang, yakni unsur 
pencucian uang dan unsur perdagangan internasional. Ketentuan mengenai pencucian uang di 
Indonesia masuk ke dalam sistem hukum pidana, dimana tindakan pencucian uang dikategorikan 
sebagai suatu tindak pidana karena tindakan pencucian dapat mengakibatkan kerugian bagi 
masyarakat serta dapat membahayakan kehidupan manusia. Dalam rangka penegakan hukum di 
bidang perdagangan yang berbasis pencucian uang di Indonesia diperlukan hal-hal sebagai berikut: 
(1) Amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2) Penetapan peraturan perundang-undangan 
yang hierarki-nya berada di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan peraturan-
peraturan pelaksana lainnya terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pecegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan 
perdagangan yang berbasis pencucian uang.
Kata kunci: Pidana, pencucian uang
Pendahuluan
Pencucian uang atau money laundering 
adalah rangkaian kegiatan yang merupakan 
proses yang dilakukan oleh seseorang atau 
organisasi terhadap uang haram yaitu 
uang yang berasal dari kejahatan, dengan 
maksud untuk menyembunyikan atau 
menyamarkan asal-usul uang tersebut dari 
pemerintah atau otoritas yang berwenang 
melakukan penindakan terhadap tindak 
pidana dengan cara terutama memasukkan 
uang tersebut ke dalam sistem keuangan 
(financial system) sehingga uang tersebut 
kemudian dapat dikeluarkan dari sistem 
keuangan itu sebagai uang yang halal.
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Menurut Sarah N. Welling, money 
laundering dimulai dengan adanya dirty 
money atau “uang kotor” atau “uang haram”. 
Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor 
dengan dua cara yaitu :
1. Cara yang pertama ialah melalui 
pengelakan pajak (tax evasion). Yang 
dimaksud dengan “pengelakan pajak” 
ialah memperoleh uang secara legal atau 
halal, tetapi jumlah yang dilaporkan 
kepada Pemerintah untuk keperluan 
perhitungan pajak lebih sedikit daripada 
yang sebenarnya diperoleh.
2. Cara yang kedua ialah memperoleh uang 
melalui cara-cara yang melanggar hukum. 
Teknik-teknik yang biasa dilakukan un-
tuk hal itu ialah antara lain penjualan 
obat-obatan terlarang atau perdagangan 
narkoba secara gelap (drug sales atau 
drug trafficking), perjudian gelap (il-
legal gambling), penyuapan (bribery), 
terorisme (terrorism), pelacuran (prosti-
tution), perdagangan senjata (arms traf-
ficking),  penyelundupan minuman keras, 
tembakau dan pornografi (smuggling of 
contraband alcohol, tobacco, pornography), 
penyelundupan imigran gelap (illegal im-
migration rackets atau people smuggling), 
dan kejahatan kerah putih (white collar 
crime).
Dalam perbuatan tax evasion, asal-
usul semula dari uang yang bersangkutan 
adalah halal. tetapi uang tersebut kemudian 
menjadi haram karena tidak dilaporkan 
kepada otoritas pajak. Sedangkan pada cara 
yang kedua, uang tersebut sejak semula 
sudah merupakan uang haram karena 
perolehannya melalui cara-cara yang illegal. 
Praktik-praktik money laundering memang 
mula-mula dilakukan hanya terhadap uang 
yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan 
narkotika dan obat-obat sejenis itu (narkoba 
atau drug) atau yang dikenal sebagai illegal 
drug trafficking. Namun kemudian money 
laundering diperlukan pula untuk dilakukan 
terhadap uang-uang yang diperoleh dari 
sumber-sumber kejahatan yang lain seperti 
yang dikemukakan di atas itu.
Pada saat ini undang-undang tentang 
money laundering di berbagai negara telah 
memperluas obyek pencucian uang tidak 
hanya yang berasal dari perdagangan narko-
tika saja. Hal ini sesuai dengan anjuran 
Financial Action Task Force sebagaimana 
dimuat dalam laporannya tahun 1990 yang 
menyatakan antara lain: 
Each country should consider extending 
the offence of drug money laundering to 
any other crimes for which there is a link 
to narcotics: an alternative approach is to 
criminalize money laundering based on 
serious offences, and/or on all offences that 
generate a significant amount of proceeds, 
or on certain serious offences.1
Kegiatan perdagangan tidak pernah 
terlepas dari kehidupan masyarakat, 
terutama dalam pemenuhan akan barang dan 
jasa. Dalam setiap transaksi perdagangan 
selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi 
masing-masing pihak yaitu pihak penjual 
diwajibkan melakukan penyerahan barang 
yang telah diperjanjikan dan berhak pula 
sesuai dengan prestasi nya untuk menerima 
pembayaran atas harga barang yang telah 
dijualnya. Begitu pula sebaliknya pembeli 
berkewajiban membayar atau melunasi 
harga dari barang yang diserahkan dan 
berhak menuntut penyerahan barang yang 
dibelinya. Di beberapa literatur Jual Beli 
Perniagaan dikenal dengan istilah Jual 
Beli Perusahaan yaitu suatu perjanjian 
Jual Beli yang dilakukan oleh pedagang 
atau pengusaha lainnya yang berdasarkan 
1  Sutan Remy Sjahdeini,  Makalah ini disajikan pada 
diskusi terbatas “Praktek Pencucian Uang dan Kerugian 
Negara” yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama 
dengan Indonesia Australia TAMF dan InterMatrix 
Communications, pada hari Rabu tanggal 16 April 2003 
di Jakarta Media Center (JMC), Gedung Dewan Pers, Ja-
karta., hlm 3-5
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perusahaannya atau jabatannya melakukan 
perjanjian Jual Beli.2
Yang dimaksud dengan Jual Beli 
berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata 
adalah:
“suatu perjanjian timbal balik antara 
penjual dengan pembeli dimana pihak 
penjual mengikatkan diri untuk meny-
erahkan benda dan pihak pembeli untuk 
membayar harga yang sudah diperjanji-
kan itu.”3
Pada saat pembeli dan penjual sama-
sama berada di dalam suatu Negara atau 
satu tempat, maka untuk pemenuhan 
hak dan kewajiban masing-masing pihak 
dapat dengan mudah dilaksanakan, akan 
tetapi tidak demikian halnya dengan 
perdagangan antar negara dimana pembeli 
dan penjual terpisah satu sama lainnya 
baik secara geografis maupun oleh batas 
kenegaraan. Perdagangan antar negara atau 
perdagangan luar negeri merupakan salah 
satu kegiatan yang penting sebagai bagian 
dari perdagangan internasional. 
Pencucian uang (money laundering) 
biasanya dilakukan oleh suatu organisasi 
kejahatan, karena tidak mungkin dilakukan 
oleh seseorang yang pendidikannya kurang 
seperti misalnya kejahatan pencurian pada 
umumnya, sehingga biasanya kejahatan 
pencucian uang (money laundering) 
merupakan suatu kejahatan yang 
terorganisir (organizedcrime).
Organisasi kejahatan mempunyai 
keterkaitan yang sangat erat dengan 
kejahatan pencucian uang (money 
laundering), karena harta kekayaan yang 
berasal dari hasil kejahatan bagaikan 
darah dalam tubuh manusia bagi suatu 
2 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Hukum Dagang 
Jual Beli Perusahaan, cet. 5 Djambatan, Jakarta, 2003. 
Hal
3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk 
Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitro-
sudibio, cet. 8, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)
organisasi kejahatan, tanpa harta kekayaan 
tersebut suatu organisasi kejahatan akan 
mengalami pengurangan aktivitas yang bisa 
mengakibatkan kematian pada organisasi 
tersebut. Oleh karena itu, pencucian uang 
(money laundering) merupakan suatu 
sarana agar harta kekayaan yang berasal 
dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh 
suatu organisasi kejahatan tersebut berubah 
menjadi harta kekayaan yang berasal dari 
hasil usaha yang halal, sehingga menjadi 
sulit untuk dapat dilacak oleh para aparat 
penegak hukum. Selain itu, perbuatan 
pencucian uang (money laundering) dapat 
merugikan masyarakat dan mempengaruhi 
secara negatif (merusak) stabilitas 
perekonomian suatu negara. Hal ini 
dikarenakan peningkatan angka kejahatan 
yang diakibatkan oleh maraknya perbuatan 
pencucian uang.
Pencucian uang (money laundering) juga 
dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang 
bersifat lintas negara (transnational crime), 
karena harta kekayaan hasil suatu kejahatan 
yang mengalami pencucian uang (money 
laundering) seringkali merupakan harta 
kekayaan yang merupakan hasil kejahatan 
di suatu negara kemudian dipindahkan ke 
negara lain untuk diinvestasikan pada suatu 
usaha/bisnis yang sama sekali bersih, yang 
kemudian harta kekayaan yang dihasilkan 
dari bisnis bersih di negara lain tersebut 
yang dinikmati pelaku kejahatan di negara 
asal harta kekayaan tersebut. Sehingga, 
penanggulangan terhadap kejahatan 
pencucian uang (money laundering) tidak 
dapat ditangani hanya oleh 1 (satu) negara 
saja, perlu ada kerja sama antar negara-
negara yang terkait agar dapat memberantas 
atau paling tidak mengurangi ruang gerak 
para pelaku kejahatan tersebut.4 Tulisan 
ini akan fokus pada dua isu yaitu, Pertama, 
Aspek hukum yang diatur  dalam kegiatan 
perdagangan yang berbasis pencucian uang 
(trade based money laundering) berdasarkan 
4  Sutan Remy Sjahdeini. Seluk Beluk Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: 
2004. Pusat Utama Grafiti. Hal. 5
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ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia 
Kedua,  Upaya hukum yang dilakukan 
dalam  penanggulangan perdagangan yang 
berbasis pencucian uang (trade based money 
laundering) di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan 
dalam penulisan tulisan ini bersifat teoritik 
normatif yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan mengkaji peraturan perundang-
undangan dan teori hukum serta pendapat 
para ahli hukum untuk dapat menjawab 
permasalahan yang timbul oleh karena 
Pencucian Uang Dalam Transaksi 
Perdagangan (Trade Based Money 
Laundering). 
PeMbahasan
1.) Beberapa Teori Pendukung
1. Teori Hukum Murni
Penulis mempergunakan teori hukum 
murni (the pure theory of law) menurut 
Hans Kelsen dan hukum progresif menurut 
Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis 
dalam penelitian ini. Menurut Hans 
Kelsen, hukum dinyatakan sebagai sebuah 
sistem norma, dimana norma adalah 
pernyataan mengenai hal yang seharusnya 
terjadi (das Sollen) dengan menyertakan 
beberapa peraturan yang harus dilakukan, 
sehingga norma adalah produk dari 
aksi manusia yang bersifat deliberative.5 
Pemikiran Hans Kelsen mengenai hukum 
adalah sebuah sistem norma dilandasi 
oleh keyakinannya atas pendapat David 
Hume, yang membedakan antara hal yang 
terjadi pada kenyataan (das sein) dan 
hal yang seharusnya terjadi (das Sollen). 
Hal ini dikarenakan, pada saat berbicara 
mengenai hal yang seharusnya terjadi tidak 
bisa dilepaskan dari hal yang terjadi pada 
kenyataan (das sein), meskipun menurut 
5 Hans Kelsen, Pure Theory Of Law. Translation 
from the Second (Revised and Enlarged) German Edi-
tion. Translated by: Max Knight. University Of Califor-
nia Press, 1967
Hans Kelsen hukum yang merupakan 
pernyataan mengenai hal-hal yang 
seharusnya (das solen) tidak bisa direduksi 
ke dalam aksi-aksi yang bersifat alamiah.
Jadi dalam suatu sistem hukum terdapat 
sejumlah asas-asas hukum yang menjadi 
dasar dalam pembentukan norma hukum 
dalam suatu peraturan perundang-
undangan. Satjipto Rahardjo menyatakan 
bahwa pembentukan hukum dalam bentuk 
hukum positif harus berorientasi pada asas-
asas hukum sebagai jantung peraturan 
hukum tersebut, karena asas hukum 
merupakan landasan yang paling luas bagi 
lahirnya suatu peraturan hukum dan sebagai 
alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau 
ratio legis dari peraturan hukum.6
Menurut Hans Kelsen, sistem hukum 
merupakan sistem anak tangga dengan 
kaidah berjenjang di mana norma hukum 
yang paling rendah harus berpegangan pada 
norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah 
hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) 
harus berpegangan pada norma hukum 
yang paling mendasar (ground norm).7
Peraturan-peraturan hukum positif tidak 
boleh bertentangan satu sama lain, karena 
sistem hukum mempunyai sifat yang 
konsisten. Akan tetapi, di dalam masyarakat 
terdapat banyak sekali kepentingan, dimana 
konflik merupakan hal yang tidak mustahil 
untuk terjadi akibat persinggungan antara 
kepentingan-kepentingan tersebut. Bahkan 
tidak mustahil terjadi konflik antara 
peraturan perundang-undangan, konflik 
antara undang-undang dengan kebiasaan 
yang terjadi di tengah masyarakat (hukum 
adat), maupun antara undang-undang 
dengan putusan pengadilan. Sehingga 
diperlukan suatu ketentuan umum yang 
dapat dilaksanakan dengan konsisten pada 
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Penerbit Alumni, 
Bandung, 1986. Hal 15
7 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, 
translated by: Anders Wedberg, Russell&Russell, New 
York, 1961. (diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/
Teori_Stufenbau)
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saat konflik tersebut terjadi, seperti asas 
hukum yang menyatakan lex specialist 
derogate lex generalis (ketentuan hukum 
yang khusus mengenyampingkan ketentuan 
hukum yang umum), lex posteriori derogate 
lex priori (ketentuan hukum yang terkini 
mengenyampingkan ketentuan hukum 
yang terdahulu) atau lex superiori derogate 
lex inferior (ketentuan hukum yang lebih 
tinggi mengenyampingkan ketentuan 
hukum yang lebih rendah).
 Penggunaan hukum pidana dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan 
dalam bidang hukum administrasi 
khususnya dalam bidang Pencucian Uang 
Dalam Transaksi Perdagangan (Trade Based 
Money Laundering) harus pula memberikan 
manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 
2. Utility Teori
Utilitarianisme secara etimologi berasal 
dari bahasa Latin dari kata Utilitas, 
yang berarti useful, berguna, berfaedah 
dan menguntungkan. Jadi paham ini 
menilai baik atau tidaknya, susila atau 
tidak susilanya sesuatu, ditinjau dari segi 
kegunaan atau faedah yang didatangkan 
nya (Salam, 1997: 76). Sedangkan secara 
terminology utilitarianisme merupakan 
suatu paham etis yang berpendapat bahwa 
yang baik adalah yang berguna, berfaedah, 
dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat 
atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, 
tak berfaedah, merugikan. Karena itu, 
baik buruknya perilaku dan perbuatan 
ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, 
dan menguntungkan atau tidak.
Utilitarianisme adalah sebuah teori 
yang diusulkan oleh David Hume untuk 
menjawab moralitas yang saat itu mulai 
diterpa badai keraguan yang besar, tetapi 
pada saat yang sama masih tetap sangat 
terpaku pada aturan ketat moralitas yang 
tidak mencerminkan perubahan radikal di 
zamannya. 
Utilitarianisme secara utuh dirumuskan 
oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan 
secara lebih luas oleh James Mill dan John 
Stuart Mill. Utilitarianisme terkadang 
disebut dengan Teori Kebahagiaan Terbesar 
yang mengajarkan tiap manusia untuk 
meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar 
untuk orang terbanyak. Karena, kenikmatan 
adalah satu-satunya kebaikan intrinsik, dan 
penderitaan adalah satu-satunya kejahatan 
intrinsik. Bagi Bentham, moralitas 
bukanlah persoalan menyenangkan Tuhan 
atau masalah kesetiaan pada aturan-aturan 
abstrak, melainkan tidak lain adalah upaya 
untuk mewujudkan sebanyak mungkin 
kebahagiaan di dunia ini. Oleh karena itu, 
Bentham memperkenalkan prinsip moral 
tertinggi yang disebut nya dengan ‘Asas 
Kegunaan atau Manfaat’ (the principle of 
utility).
Aspek hukum yang diatur  dalam 
kegiatan perdagangan yang berbasis 
pencucian uang (Trade Based Money 
Laundering) berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia.
Definisi dari pencucian uang atau yang 
dikenal juga dengan money laundering 
menurut para Ahli dan ketentuan 
perundangan di bidang pencucian uang 
yang berlaku di Indonesia adalah sebagai 
berikut:8
1. Neil Jensen menyatakan bahwa 
pencucian uang adalah proses 
perubahan keuntungan dari kegiatan-
kegiatan yang melawan hukum menjadi 
asset keuangan dan terlihat seolah-olah 
dari sumber-sumber yang bersifat legal. 
2. M. Giovanoli dari Bank for International 
Settlement, menyatakan bahwa 
pencucian uang adalah suatu proses 
atau perbuatan yang bertujuan untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan 
8 Sutan Remy Sjahdeini, “Money Laundering”, pada 
Seminari “Forensic accounting, Money Laundering dan 
Efisiensi Kinerja Perusahaan”, Jakarta, Mei 2000, Hal. 1
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asal-usul uang atau harta kekayaan 
yang diperoleh dari hasil tindak pidana 
yang kemudian diubah menjadi harta 
kekayaan yang seolah-olah berasal dari 
kegiatan yang sah. 
3. Pamela H. Bucy dalam bukunya yang 
berjudul “White Collar Crime: Cases and 
Materials” sebagaimana dikutip oleh 
Sutan Remi  Sjahdeini, menyatakan 
sebagai berikut: “Money laundering is 
the concealment of the existence, nature 
or illegal source of illicit funds in such 
a manner that the funds will appear 
legitimate if discover” (“Pencucian 
uang adalah penyembunyian dari 
keberadaan, sifat dasar atau sumber 
yang illegal dari suatu dana yang berasal 
dari sumber penghasilan yang tidak sah 
menurut hukum yang berlaku ke dalam 
suatu bentuk yang terlihat sebagai dana 
yang berasal dari  penghasilan yang sah 
menurut hukum yang berlaku, pada saat 
dana tersebut ditemukan” – terjemahan 
oleh Penulis)
4. Yunus Husein sebagaimana dikutip 
Zulkarnain Sitompul dalam maka-
lahnya yang berjudul “Tindak Pidana 
Perbankan Dan Pencucian Uang (Mon-
ey Laundering)”, menyatakan bahwa 
pencucian uang atau money laundering 
adalah aktivitas memindahkan, meng-
gunakan atau melakukan perbuatan 
lainnya atas hasil dari tindak pidana 
yang kerap dilakukan oleh organized 
crime maupun individu yang melaku-
kan tindakan korupsi, perdagangan 
narkotik dan tindak pidana lainnya 
dengan tujuan menyembunyikan atau 
mengaburkan asal-usul uang yang be-
rasal dari hasil tindak pidana tersebut 
sehingga dapat digunakan seolah-olah 
sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi 
bahwa uang tersebut berasal dari keg-
iatan illegal9. 
9 Zulkarnain Sitompul, “Tindak Pidana Perbankan 
Dan Pencucian Uang (Money Laundering)”, Padang, 
19 Mei 2003 Hal. 8 Cf.: Yunus Husein, “PPATK: Tugas, 
5. Black’s Law Dictionary mendefenisi-
kan pencucian uang (money launder-
ing) sebagai berikut:10
 “Money Laundering is term used to de-
scribe investment or other transfer of 
money flowing from racketeering,drug 
transaction, and other illegal sourc-
es into legitimate channels so that 
its original source cannot be traced.” 
(“Pencucian uang adalah istilah yang 
digunakan untuk mendeskripsikan in-
vestasi atau pengalihan uang yang be-
rasal dari pemerasan, transaksi narko-
ba, dan sumber-sumber ilegal lainnya 
ke saluran yang sah menurut hukum 
yang berlaku, sehingga asal dari uang 
tersebut tidak dapat dilacak.” – terje-
mah oleh Penulis).
6. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, menyatakan 
seagai berikut:
 “Pencucian uang adalah sebagai per-
buatan menempatkan, mentransfer, 
membayarkan, membelanjakan, meng-
hibahkan, menyumbangkan, menitip-
kan, membawa ke luar negeri, menu-
karkan atau perbuatan lainnya atas 
harta kekayaan yang diketahuinya 
atau patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana dengan maksud untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul harta kekayaan sehingga seo-
lah-olah menjadi harta kekayaan yang 
sah.”
7.  Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tin-
dak Pidana Pencucuian Uang”, Jurnal Hukum Bisnis, 
(Volume 22 No.3, 2003), hal.26
10 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary 
(Sixth Edition), St. Paul inn. West Publishing Co., 1990, 
hal. 884
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Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, 
menyatakan sebagai berikut: 
“pencucian uang adalah segala 
perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
Definisi perdagangan yang berbasis 
pencucian uang (trade based money 
laundering) adalah sebagai berikut:11
a.  Financial Action Task Force (FATF)
Perdagangan yang berbasis pencucian 
uang adalah proses untuk menyamarkan 
hasil tindak pidana dan bergerak 
nilai melalui penggunaan transaksi 
perdagangan dalam upaya untuk 
melegitimasi harta asal mereka  yang 
illegal. Dalam Financial Action Task 
Force, “Trade Based Money Laundering”, 
disebutkan  bahwa “trade-based money 
laundering is defined as the process of 
disguising the proceeds of crime and moving 
value through the use of trade transactions 
in an attempt to legitimise their illicit 
origin” (diterjemahkan penulis sebagai 
berikut: “perdagangan yang berbasis 
pencucian uang didefinisikan sebagai 
proses untuk menyamarkan hasil tindak 
pidana dan bergerak nilai melalui 
menggunakan transaksi perdagangan 
dalam upaya untuk melegitimasi harta asal 
mereka yang illegal.”)  Definisi tersebut 
kemudian direvisi kembali menjadi, 
proses menyamarkan hasil tindak pidana 
dan bergerak nilai melalui penggunaan 
transaksi perdagangan dalam upaya untuk 
11 Dalam Financial Action Task Force, “Best Prac-
tices Paper Best Practices on Traded Based Money Laun-
dering”. 2008, hal. 8 disebutkan bahwa “trade-based 
money laundering is defined as the process of disguising 
the proceeds of crime and moving value through the use 
of trade transactions in an attempt tolegitimise their il-
licit origins or finance their activities.” (diterjemahkan 
penulis sebagai berikut:”perdagangan yang berbasis 
pencucian uang didefinisikan sebagai proses menya-
markan hasil tindakpidana dan bergerak nilai melalui 
penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk 
melegitimasiharta asal mereka yang illegal atau untuk 
membiayai aktifitas mereka.”)
melegitimasi harta asal mereka yang illegal 
atau untuk membiayai aktifitas mereka. 
b. International Narcotics Control Strategy 
Report
Perdagangan yang berbasis pencucian 
uang adalah penggunaan perdagangan 
sebagai sarana untuk membuat sah 
menurut hukum, menyembunyikan, 
memindahkan dan merubah sejumlah 
besar harta kekayaan yang berasal dari hasil 
kejahatan menjadi aset atau komoditas 
yang tidak mencolok 
c .United States Immigration, Customs and 
Enforcement
Perdagangan yang berbasis pencucian 
uang adalah suatu system alternative 
dalam pengiriman uang yang memberikan 
kesempatan bagi organisasi kejahatan 
untuk mendapatkan, menempatkan 
dan menyamarkan harta kekayaan yang 
berasal dari hasil kejahatan sebagai 
perdagangan yang sah menurut hukum 
yang berlaku.
d. Clare Sullivan dan Evan Smith
Perdagangan yang berbasis pencucian 
uang didefinisikan sebagai suatu bentuk 
pencucian uang yang mempergunakan 
operasi perdagangan untuk menyamarkan 
asal-usul dana yang biasanya merupakan 
dana yang dihasilkan dari hal-hal illegal. 
Teknik perdagangan yang berbasis 
pencucian uang (trade based money 
laundering Techniques) berkisar mulai 
dari penipuan secara sederhana seperti 
penafsiran atas harga yang salah, jumlah 
sejumlah besar harta kekayaan yang 
berasal dari hasil kejahatan menjadi aset 
atau komoditas yang tidak mencolok yang 
salah atau kualitas yang salah dari benda 
yang terdapat dalam suatu faktur, sampai 
dengan jaringan-jaringan yang kompleks 
dari suatu transaksi perdagangan dan 
transaksi finansial. Sehingga, berdasarkan 
uraian tersebut teknik perdagangan yang 
75 Kajian Hukum dan Keadilan IUS
Muhammad Rusdi|Pencucian Uang Dalam Transaksi Perdagangan.....
berbasis pencucian uang (trade based 
money laundering) dapat dibedakan 
menjadi sebagai berikut: opportunity to 
earn, move and store proceeds disguised as 
legitimate trade” (diterjemahkan penulis 
sebagai berikut: “yang berbasis pencucian 
uang adalah suatu sistem alternative 
dalam pengiriman uang yang memberikan 
kesempatan bagi organisasi kejahatan 
untuk mendapatkan, menempatkan 
dan menyamarkan harta kekayaan yang 
berasal dari hasil kejahatan sebagai 
perdagangan yang sah menurut hukum 
yang berlaku.”)
3.) Upaya hukum yang dilakukan dalam 
penanggulangan perdagangan yang 
berbasis pencucian  uang (trade based 
money laundering ) di Indonesia
Perdagangan yang berbasis pencucian 
uang (trade based money laundering) adalah 
salah satu tindakan penyamaran harta 
kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan 
menjadi harta kekayaan yang sah menurut 
hukum dengan mempergunakan sarana 
transaksi perdagangan internasional. 
Sehingga, ada 2 (dua) unsur yang sangat 
penting dalam perdagangan yang berbasis 
pencucian uang (trade based money 
laundering), yakni unsur pencucian uang 
(money laundering) dan unsur perdagangan 
internasional. Pengertian mengenai 
perdagangan internasional dan pencucian 
uang (money laundering) telah diuraikan 
oleh penulis pada bab sebelumnya.
Hans Kelsen melalui Stufenbau Theorie 
menyatakan bahwa system hukum 
merupakan sistem anak tangga dengan 
kaidah berjenjang di mana norma hukum 
yang paling rendah harus berpegangan 
pada norma hukum yang lebih tinggi, 
dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti 
konstitusi) harus berpegangan pada norma 
hukum yang paling mendasar (grundnorm). 
Pancasila merupakan sumber dari segala 
sumber hukum yang berlaku di Indonesia, 
maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila 
merupakan norma hukum yang paling 
mendasar (grundnorm) di Indonesia. 
Pengejawantahan Stufenbau Theorie dari 
Hans Kelsen di Indonesia, diwujudkan 
melalui ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai  berikut :
A.1. TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 ten-
tang Memorandum DPR-GR Mengenai 
Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia 
dan Tata Urutan Peraturan Perundangan 
Republik Indonesia;
Tata urutan peraturan perundangan di 
Indonesia adalah sebagai berikut :12
a. Undang-Undang Dasar Republik Indone-
sia 1945;
 Ketentuan-ketentuan yang tercantum 
didalam pasal-pasal Undang-Undang 
Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang 
tertinggi tingkatanya dan pelaksanaannya 
dilakukan dengan Ketetapan MPR, 
Undang-Undang atau Keputusan 
Presiden.
b. Ketetapan MPR;
1) Ketetapan MPR yang memuat garis-
garis besar dalam bidang legislative 
dilaksanakan dengan Undang-undang;
2) Ketetapan MPR yang memuat garis-
garis besar dalam bidang eksekutif 
dilaksanakan dengan Keputusan 
Presiden.
c.  Undang-Undang dan atau Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
1) Undang-undang adalah untuk 
melaksanakan Undang-Undang Dasar 
1945 atau Ketetapan MPR.
2) Dalam hal ihwal kegentingan 
yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang, dimana 
12 TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memo-
randum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Re-
publik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundan-
gan Republik Indonesia;
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Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang tersebut harus 
mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan 
yang berikutnya. Apabila tidak 
mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan 
yang berikutnya, maka Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang tersebut harus dicabut.
d.  Peraturan Pemerintah;
Peraturan Pemerintah adalah 
memuat aturan-aturan umum untuk 
melaksanakan Undang-undang.
e. Keputusan Presiden;
Keputusan Presiden berisi keputusan 
yang bersifat khusus (einmalig) dalam 
rangka melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR 
di bidang Eksekutif atau Peraturan 
Pemerintah.
f.  Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya
Peraturan-peraturan pelaksanaan 
lainnya seperti Peraturan Menteri, 
Instruksi Menteri dan lain-lainnya, 
dimana peraturan-peraturan pelaksana 
lainnya harus dengan tegas berdasar dan 
bersumber pada peraturan perundangan 
yang lebih tinggi.
A.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan;
Jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan adalah sebagai 
berikut: 13
a. UUD 1945;
b.Undang-Undang (UU)/Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang 
(PERPU);
13 vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.
c. Peraturan Presiden;
d. Peraturan Pemerintah (PP);
e. Peraturan Daerah.
1) Peraturan Daerah provinsi dibuat 
oleh dewan perwakilan rakyat 
daerah provinsi bersama dengan 
gubernur;
Termasuk dalam jenis Peraturan 
Daerah Provinsi adalah Qanun 
yang berlaku di Daerah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam dan 
Perdasus serta Perdasi yang ber-
laku di Provinsi Papua.
2) Peraturan Daerah kabupaten/kota 
dibuat oleh dewan perwakilan 
rakyat daerah kabupaten/kota ber-
sama bupati/walikota;
3) Peraturan Desa/peraturan yang 
setingkat, dibuat oleh badan per-
wakilan desa atau nama lainnya 
bersama dengan kepala desa.
Selain jenis peraturan perundang-
undangan sebagaimana disebutkan di 
atas, terdapat juga peraturan perundang-
undangan yang diakui keberadaannya dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi, 
seperti peraturan yang dikeluarkan oleh:14
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Dewan Perwakilan Daerah;
d. Mahkamah Agung;
e. Mahkamah Konstitusi;
f. Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Bank Indonesia;
14 vide Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
PeraturanPerundang-Undangan.
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h. Menteri;
A.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki 
Peraturan Perundang-undangan terdiri 
atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat;
Yang dimaksud dengan “Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat”  adalah 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
masih berlaku sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 
tentang Peninjauan Terhadap Materi 
dan Status Hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara 
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Tahun 1960 sampai denganTahun 
2002.
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerin-
tah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan
Termasuk dalam Peraturan Daerah 
Provinsi adalah Qanun yang berlaku di 
Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khu-
sus (Perdasus) serta Peraturan Daerah 
Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi 
Papua dan Provinsi Papua Barat.
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Termasuk dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota adalah Qanun yangber-
laku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Selain jenis peraturan perundang-
undangan sebagaimana disebutkan di 
atas, terdapat juga peraturan perundang-
undangan yang diakui keberadaannya dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi, 
seperti peraturan yang ditetapkan oleh:15
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Dewan Perwakilan Daerah;
d. Mahkamah Agung;
e. Mahkamah Konstitusi;
f. Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Komisi Yudisial
h. Bank Indonesia;
i.  Menteri;
j.    Kepala  Badan,  Lembaga,  atau  Komi-
si  yang setingkat yang dibentuk oleh 
Undang-Undang atau dibentuk oleh 
Pemerintah atas perintah Undang-
Undang;
k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi dan atau Gubernur;
l. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota dan atau Bupati/
Walikota;
m. Kepala Desa atau yang setingkat.
Ketentuan mengenai pencucian uang di 
Indonesia masuk ke dalam system hukum 
pidana, dimana tindakan pencucian 
uang dikategorikan sebagai suatu tindak 
pidana. Hal ini dapat dilihat dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia mengenai pencucian uang, yakni 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tidak Pidana Pencucian Uang 
15 vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun-
dang-Undangan.
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sebagaimana telah diubah melalui Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, dan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Tindakan pencucian 
uang dikategorikan sebagai suatu tindak 
pidana karena tindakan pencucian dapat 
mengakibatkan kerugian bagi masyarakat 
bahwa dapat membahayakan kehidupan 
manusia.
Meskipun pengaturan secara khusus 
mengenai kegiatan pencucian uang di dalam 
suatu peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, baru diundangkan 
pada tahun 2002 melalui Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, namun pengaturan 
mengenai kegiatan pencucian uang yang 
dilakukan melalui kegiatan perbankan 
telah diatur di dalam peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:16
1. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
sebagaimana telah diubah terakhir melalui 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 
Bank Indonesia, yang berbunyi sebagai 
berikut:
 “Bank Indonesia dapat memerintah-
kan Bank untuk menghentikan semen-
tara sebagian atau seluruh kegiatan 
transaksi tertentu apabila menurut pe-
nilaian Bank Indonesia terhadap suatu 
transaksi patut diduga merupakan tin-
dak pidana di bidang perbankan.”
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
sebagaimana telah diubah terakhir melalui 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
16 Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 
Bank Indonesia, yang berbunyi sebagai 
berikut :
 “Uang rupiah dalam jumlah tertentu 
dilarang dibawa keluar atau masuk 
wilayah pabean Republik Indonesia ke-
cuali dengan izin Bank Indonesia.”
3. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 24 
Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa 
Sistem Nilai Tukar, yang berbunyi sebagai 
berikut:17
 “Setiap Penduduk wajib memberi-
kan keterangan dan data mengenai 
kegiatan Lalu Lintas Devisa yang 
dilakukannya,secara langsung atau 
melalui pihak lain yang ditetapkan 
oleh Bank  Indonesia”
Sebagaimana telah diuraikan penulis 
pada bab sebelumnya, kegiatan perdagan-
gan internasional adalah kegiatan perda-
gangan yang dilakukan oleh 2 (dua) pi-
hak yang berada pada 2 (dua) negara yang 
berbeda, dimana secara konkrit kegiatan 
perdagangan diwujudkan dalam suatu tran-
saksi perdagangan atau transaksi jual-beli. 
Pengertian mengenai jual-beli menurut ke-
tentuan peraturan perundang- undangan 
yang berlaku di Indonesia, diatur melalui 
Pasal 1457 KUHPerdata. Oleh karena itu, 
kegiatan perdagangan internasional, meru-
pakan kegiatan yang berada di dalam sistem 
hukum perdata.
Pasal 1457 KUHPerdata, berbunyi 
sebagai berikut: “Jual beli adalah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 
suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk 
membayar harga yang telah dijanjikan”
Kegiatan perdagangan internasional 
sangat berkaitan dengan perekonomian 
suatu negara, dimana perekonomian suatu 
negara diatur di dalam suatu kebijakan 
(policy) pemerintah dalam suatu hukum 
17 Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu 
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
79 Kajian Hukum dan Keadilan IUS
Muhammad Rusdi|Pencucian Uang Dalam Transaksi Perdagangan.....
administrasi. Kebijakan pemerintah 
dalam mengatur tentang perekonomian 
yang berkaitan dengan perdagangan 
internasional diwujudkan melalui:
1. Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World 
Trade Organization (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia);
2. Perjanjian Internasional mengenai 
AFTA (Asian Free Trade Area);
3. Perjanjian Internasional mengenai 
ACFTA (Asian China Free Trade 
Area) yang telah diratifikasi 
melalui Keputusan Presiden RI 
Nomor 48 Tahun 2004 tentang 
Pengesahan Framework Agreement On 
Comprehensive Economic Co-Operation 
Between The Association Of South East 
Asian Nations And The People’s Republic 
Of China (Persetujuan Kerangka 
Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi 
Menyeluruh Antara Negara-Negara 
Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia 
Tenggara Dan Republik Rakyat China).
Kegiatan perekonomian yang berkaitan 
dengan perdagangan internasional dapat 
dilihat melalui neraca perdagangan 
suatu negara, khususnya mengenai 
kegiatan ekspor dan impor. Sementara, 
kegiatan ekspor dan impor berkaitan 
erat dengan masalah kepabeanan dan 
masalah penerimaan pajak suatu negara. 
Permasalahan kepabeanan merupakan 
kebijakan administrasi pemerintah yang 
berfungsi dalam hal pengawasan lalu lintas 
barang, baik yang dibawa ke luar negeri atau 
dimasukkan dari luar negeri. Pengaturan 
ketentuan mengenai kepabeanan di 
Indonesia diatur melalui Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
siMPulan
Tinjauan yuridis terhadap perdagangan 
yang berbasis pencucian uang (trade based 
money laundering) berdasarkan peraturan 
perundangan di bidang pencucian uang di 
Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Ada 2 (dua) unsur yang sangat penting dalam 
perdagangan yang berbasis pencucian 
uang (trade based money laundering), 
yakni unsur pencucian uang (money 
laundering) dan unsur perdagangan 
internasional.
b. Pengaturan tentang kegiatan perdagangan 
yang berbasis pencucian uang (trade 
based money laundering) dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, diatur melalui:
1)  Hukum positif yang berlaku pada bi-
dang pencucian uang (money launder-
ing), yakni Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencu-
cian Uang.
2)  Hukum positif yang berlaku pada 
suatu transaksi perdagangan interna-
sional, yakni Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan Un-
dang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, 
dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM) sebagaimana telah 
dirubah melalui Undang-Undang No-
mor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 
tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM).
Kedua, Upaya hukum yang dilakukan 
dalam penanggulangan perdagangan yang 
berbasis pencucian uang (trade based 
money laundring)  di Indonesia yaitu 
antara lain :
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a. Pengaturan tentang kegiatan perda-
gangan yang berbasis pencucian uang 
(trade-based money laundering) di 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Ta-
hun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pen-
cucian Uang adalah bahwa substansi 
dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pember-
antasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang mengatur tentang kegiatan perda-
gangan yang berbasis pencucian uang 
(trade based money laundering) tersirat 
melalui ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 3 jo. 
Pasal 4 jo.Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tin-
dak Pidana Pencucian Uang. 
b. Peraturan perundang-undangan tentang 
kegiatan pencucian uang merupakan 
ranah hukum administrasi pidana, 
dimana sanksi pidana dipergunakan 
untuk menegakkan aturan di dalam 
hukum administrasi.
c. Belum ada pengaturan yang tegas 
mengenai kegiatan perdagangan yang 
berbasis pencucian uang (trade based 
money laundering) dalam Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, 
sehingga diperlukan hal-hal sebagai 
berikut:
1)  Memasukkan definisi perdagangan 
yang berbasis pencucian uang 
(trade based money laundering) 
melalui perubahan atau amande-
men terhadap Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang;
2)  Pengesahan Rancangan Undang-
Undang Perdagangan menjadi Un-
dang- Undang Perdagangan.
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